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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari segi jumlah kasus maupun variasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Narkotika tidak hanya beredar di kota besar, tetapi juga telah menjangkau daerah-daerah kabupaten sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang berbahaya bagi individu serta berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum pidana berupaya melakukan pengendalian dan pemberantasan terhadap berbagai bentuk tindak pidana narkotika.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai narkotika secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi, peredaran, penyalahgunaan, maupun kepemilikan narkotika secara ilegal. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan kriminal negara dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

Salah satu jenis narkotika yang paling sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum adalah narkotika golongan I jenis sabu atau metamfetamina. Narkotika jenis ini termasuk dalam golongan narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan serta tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, kepemilikan narkotika jenis sabu tanpa izin yang sah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, kepemilikan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering diproses oleh aparat kepolisian. Kepemilikan tersebut dapat berupa penguasaan fisik maupun penguasaan secara tidak langsung terhadap narkotika yang ditemukan pada diri pelaku atau di tempat yang berada dalam kendali pelaku. Unsur kepemilikan ini menjadi salah satu aspek penting yang harus dibuktikan oleh penyidik untuk menetapkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika tidak hanya didasarkan pada ditemukannya barang bukti narkotika, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 Dengan demikian, pembuktian mengenai unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Proses pembuktian terhadap kepemilikan narkotika pada tahap penyidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah penanganan perkara. Penyidik harus mampu mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka benar-benar menguasai atau memiliki narkotika secara melawan hukum. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan tersangka sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Unsur “memiliki” dan “menguasai” dalam tindak pidana narkotika merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum mengenai batasan kedua unsur tersebut. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan dalam menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki narkotika atau hanya sekadar berada di tempat yang sama dengan barang bukti tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, terutama ketika barang bukti ditemukan di tempat yang tidak secara langsung berada dalam penguasaan fisik pelaku.
 Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai unsur kepemilikan dan pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara tepat dan adil.

Permasalahan tersebut juga sering muncul dalam praktik penanganan perkara narkotika di tingkat kepolisian daerah maupun kepolisian resort. Dalam beberapa kasus, penyidik harus melakukan analisis secara mendalam terhadap hubungan antara pelaku dengan barang bukti narkotika yang ditemukan. Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa unsur penguasaan atau kepemilikan benar-benar dapat dibuktikan secara hukum sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Polres Langkat sebagai salah satu institusi penegak hukum di wilayah Sumatera Utara juga menghadapi berbagai kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, termasuk kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Penanganan perkara tersebut memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses penyidikan agar konstruksi hukum yang dibangun memiliki dasar pembuktian yang kuat. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan kesalahan dalam penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks tersebut, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan narkotika menjadi relevan untuk dikaji secara akademik. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, tetapi juga untuk menilai apakah proses penyidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus kepemilikan narkotika.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Melalui analisis terhadap praktik penyidikan di Polres Langkat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana aparat penegak hukum membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan narkotika merupakan isu hukum yang penting untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Studi Kasus Polres Langkat)” guna mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika dalam praktik penyidikan.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu dalam perspektif hukum pidana?

3. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu dalam praktik penyidikan di Polres Langkat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu dalam perspektif hukum pidana.
3. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu dalam praktik penyidikan di Polres Langkat.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pembuktian unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam proses penyidikan di Polres Langkat. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Langkat, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menentukan unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam proses penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tepat, khususnya dalam menilai unsur kepemilikan dan penguasaan narkotika dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, dan akuntabel dalam penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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